SALINAN

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIR],

bahwa Uraian belanja modal pengadaan tanah untuk gapura pada kode
Rekening 1.20.03.29.07.5.2.3.01.31. Lampiran II Peraturan Bupati Kediri
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sudah tidak sesuai lagi dengan
keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan perubahan uraian belanja
modal pengadaan tanah untuk gapura menjadi gapura dan fasilitas
pendukung Simpang Lima Gumul ;
bahwa sesuai Nota Dinas dari Bagian Perlengkapan tanggal 15 Juli 2008
Nomor 593/221/418.31/2008 perihal Perubahan Uraian Belanja Modal
Pengadaan Tanah untuk gapura menjadi gapura dan fasilitas pendukung
Simpang Lima Gumul, periu merubah Lampiran [I Peraturan Bupati Kediri
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kedin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569) ;



10.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997
Nomor 4 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomeor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
tanah dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997
Nomor 44 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421) ;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan TLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemernintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah
Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah
Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4716} ;

Peraturan Pemenintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) ;



19.

20.

21

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah  (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomeor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693) ;
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30.

31
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35.
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 ,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212 ) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4418 ) ;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4330) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK .03/2005 tentang Pembagian
Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

Peraturan Mentent Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menten Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2008;

Keputusan Mentenn Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang
Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;



Menetapkan

41].

42,

43.

44.

45,

46.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang
Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan
Bangunan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 16 Seri E, tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Seri E ) sebagaimana beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 11
tahun 2007 (Lembaran daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 11 ,
tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 32 ),

Peraturan Daerah Kabupaten Kedini Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri
Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005
Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 3 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kedin Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 1) ;

Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 2 ) ;

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2008.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk
Gapura pada Kode Rekening 1.20.03.29.07.5.2.3.01.31. Lampiran II
Peraturan Bupati Kedinn Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 2) diubah sebagai berikut :
- Uraian
- Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Gapura diubah sehingga
berbunyi sebagai bertkut :
- Uratan
- Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Gapura dan Fasilitas
pendukung Simpang Lima Gumul sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini.



Pasal Ii
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah
Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 - 8 - 2008

BUPATI KEDIRI,
ttd
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 7 - 8 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
DJOKO SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2008
NOMOR 13

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
- : A PRAJA




ca # 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 - 8 - 2008

PENGADAAN TANAH UNTUK GAPURA DAN FASILITAS PENDUKUNG SIMPANG LIMA GUMUL

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20.03.29.07.5.2.3
1.20.03.29.07.5.2.3.01
1.20.03.29.07.5.2.3.01.31.

BELANJA MODAL

Belanja Modal Pengadaan Tanah
Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Gapura
dan fasilitas pendukung Simpang Lima Gumul

1.875.000.000,00
1.875.000.000,00
1.875.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Tanah 1.875.000.000,00
untuk Gapura dan fasilitas pendukung

Simpang Lima Gumul
Disalin sesuai dengan aslinya
-SEKRETARIS DAERAH BUPATTKEDIR],
WRISPEN-TATA PRATA d
SUTRISNO




